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BAB V 

VAGINOPLASTY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 

KESEHATAN 

1. Undang-Undang Kesehatan 

a) Regulasi yang mengatur tentang vaginoplasty 

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. 

Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan 

perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu 

keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang, dan mengikat umum.
1

 Didalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan kesehatan 

merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam 

menyelenggarakan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi 

sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. 

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah suatu cara 

penyelenggara pemeliharaan kesehatan yang berdasarkan asas usaha bersama 

dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin 

serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya. 

                                                           
1
 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2007),  hlm. 12. 
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Menurut undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan, pasal 1, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis. Perbekalan kesehatan adalah semua 

bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
2 

a. Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan harus 

memiliki kualifikasi minimum dan berwenang untuk menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan sebagaimana yang tertera pada pasal 22 dan 23 UU RI No 

36/2009. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan 

berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin 

dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 

menerangkan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik 

dan standar profesi yang diatur oleh organisasi profesi, hak pengguna 

pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang 

diatur dengan peraturan menteri.  

 

 

                                                           
2

www.academia.edu/7263257/Artikel_Singkat_UU_RI_tentang_Kesehatan_Psikoterapik

a_Narkotika_Pangan_dan_Perlindungan_Konsumen diakses pada hari Minggu, 24-06-2018 pukul 

(18.28) 

http://www.academia.edu/7263257/Artikel_Singkat_UU_RI_tentang_Kesehatan_Psikoterapika_Narkotika_Pangan_dan_Perlindungan_Konsumen
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b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. pada pasal 30 menyatakan 

persyaratan dan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh 

pemerintah, selain itu juga pada pasal 35 pemerintah daerah dapat menentukan 

jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi 

di daerahnya. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib: 

1) Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan 

pengembangan dibidang kesehatan. 

2) Mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada 

pemerintah daerah atau menteri. 

c. Perbekalan Kesehatan 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan, pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41 mengatur tentang perbekalan 

kesehatan. Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan 

alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, 

harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan. Pemerintah memainkan 

peran penting dalam menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan 

perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Serta mendorong dan 

mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan 

potensi nasional yang tersedia. 
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d. Teknologi dan Produk Teknologi 

Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan 

penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan 

teknologi dan produk teknologi. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 42,43,44, dan 45 

yang membahas tentang teknologi dan produk teknologi. Teknologi kesehatan 

adalah cara, metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan 

pemanfaatan disiplin ilmu pengetahuan dibidang kesehatan yang menghasilkan 

nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu 

kehidupan manusia. 

Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, 

dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ditujukan untuk 

menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi dan teknologi 

informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan.3
 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 4 yang berbunyi 

“Setiap orang berhak atas kesehatan”. Sebagai hak hidup sehat merupakan hak 

dasar yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun dan 

bagaimanapun. Pasalnya berbunyi seperti berikut ini “setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. 

 

                                                           
3
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2. Vaginoplasty Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan 

Undang-undang kesehatan merupakan aturan yang didalamnya mengatur 

tentang berbagai macam kesehatan yang digerakkan oleh pemerintah guna 

untuk menyelenggarakan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan 

fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang 

mampu. 

Didalam undang-undang kesehatan terdapat beberapa pasal yang berkaitan 

dengan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diantaranya yaitu:  

1. Dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 pasal 64 berbunyi:
4
 

a) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan 

melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat 

dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta 

penggunaan sel punca. 

b) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang 

untuk dikomersialkan. 

c) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih 

apapun. 

 

2. Dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 pasal 69 berbunyi: 

a) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 

b) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma 

yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah 

identitas. 

c) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Dari penjelasan diatas bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan masing-masing. Tetapi dari kewenangan yang 

                                                           
4 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor. 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan. 
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diberikan kepada pemerintah tidak boleh disalahgunakan, dalam artian operasi 

ini memang dilarang untuk dilakukan, akan tetapi ada orang yang belum 

mengerti sehingga hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum tertentu sebagai 

ajang bisnis. Dengan biaya yang dibilang sangat besar, kemungkinan ini 

dijadikan kesempatan untuk dijadikan barang bisnis yang menjanjikan.  

Wanita yang telah melahirkan merasa bahwa vagina tidak kencang lagi, 

dapat menjalani prosedur vaginoplasty. Otot vagina memang cenderung 

meregang, mengendur, dan melemah setelah melahirkan. Meskipun tidak 

memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan seorang wanita, namun dapat 

menurunkan kualitas kehidupan seksnya karena vagina gagal merasakan 

sensasi tertentu. Sehingga, banyak wanita melakukan vaginoplasti untuk 

meningkatkan kualitas hubungan seksualnya. Jika karena alasan ini, maka 

prosedur dianggap sebagai bedah kosmetik atau elektif yang dikenal 

dengan peremajaan vagina. 

Wanita yang telah melahirkan berkali-kali bisa merasakan manfaat 

yang lebih besar dari vaginoplasti dibandingkan yang baru melahirkan satu 

kali. Prosedur ini juga bermanfaat bagi mereka yang gagal meningkatkan 

kekuatan otot setelah melakukan latihan Kegel secara rutin. Setelah 

menjalani vaginoplasti, pasien bisa merasakan ototnya yang menguat dan 

dapat dikontrol, sehingga dapat meningkatkan sensasi saat berhubungan 

seksual. Pasien yang telah menjalaninya melaporkan meningkatnya respon 

seksual, gesekan yang lebih baik, dan orgasme yang lebih kuat. Terlebih 



70 
 

lagi, prosedur ini dapat meningkatkan penampilan fisik vagina, sehingga 

wanita yang menjalaninya merasa lebih percaya diri. 

Jika dilakukan sebagai pengobatan kanker, tumor ganas, atau trauma, 

prosedur ini dilakukan sebagai tindakan rekonstruktif. Jika dilakukan untuk 

mengobati gangguan turunan, misalnya karena vagina tidak terbentuk 

dengan sempurna atau untuk tujuan penggantian kelamin, maka dianggap 

sebagai bedah rekonstruksi vagina.
5
 

Pada pasal 64 dan 69 Undang-Undang Kesehatan: Penyembuhan penyakit 

dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik 

dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Dan Bedah plastik dan 

rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan untuk itu. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh 

bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak 

ditujukan untuk mengubah identitas. Dan juga pada Pasal 72 tentang 

kesehatan reproduksi menyatakan bahwa setiap orang berhak menjalani 

kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas 

dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah, Berhak 

menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, 

dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak 

merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama, Berhak 

menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara 

                                                           
5
 http://www.google.co.id/amp/s/www.docdoc.com/id/info/procedure/vaginoplasty/amp/, 

diakses pada hari minggu, 08-07-2018 (03.00) 

https://www.docdoc.com/id/id/info/procedure/pengobatan-kanker/v2/
http://www.google.co.id/amp/s/www.docdoc.com/id/info/procedure/vaginoplasty/amp/
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medis serta tidak bertentangan dengan norma agama, Berhak memperoleh 

informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan.
6
 

Jadi yang dimaksud diatas adalah vaginoplasty menurut pandangan 

undang-undang kesehatan boleh dilakukan jika ada faktor untuk penyembuhan 

penyakit, atau memperbaiki alat reproduksi. Dan juga dokter boleh melakukan 

tindakan operasi vagina ketika akses positifnya yang lebih kuat dari pada akses 

negatifnya. Sebaliknya, jika akses negatifnya lebih kuat dari pada akses 

positifnya, maka dilarang bagi dokter untuk melakukan tindakan operasi.
7
 Ini 

berlandaskan pada pasal 64 dan 69 di Undang-Undang Kesehatan. 
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